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LAMPIRAN DOKUMENTASI
WAWANCARA
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Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, SE, M.Si (18 Juni 2021
15.42 WITA) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.

|

Wawancara dengan Bapak H.A. Fahruddin, S.Sos, M.Si (21 Juni 2021
11.03 WITA) selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.
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Wawancara dengan bapak Emil A. Anas, SE (20 April 2021 pukul 11.33
WITA) selaku Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kabupaten

Pinrang.

Wawancara ibu Nur Asma S.Sos, M.Si (16 Juni 2021 pukul 13.00 WITA)
selaku staf Kesejatraan SDM dan Aparatur selaku Tim Penyusun RPJMD
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Pinrang.
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Wawancara Bapak Muhammad Arif Alimi, A.Md (16 Juni 2021 pukul 11.47
WITA) selaku Kasubag Program selaku Tim Penyusun RPJMD di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.

Wawancara Ibu Faisa Firman, S.AP (21 April 2021 pukul 15.07 WITA)
selaku staf data dan analisa selaku Tim Penyusun RPJMD di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.
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Wawancara Ibu Khariyah (28 Juni 2021 pukul 16.17 WITA) selaku
perwakilan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto yang hadir dalam

proses penyusunan RPJMD.

Wawancara Bapak Mansur (28 Juni 2021 pukul 18.38 WITA) selaku
perwakilan masyarakat Kecamatan Cempa yang hadir dalam proses

penyusunan RPJMD.
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Wawancara Bapak Muh Ruslam S.Sos (14 Juli 2021 pukul 14.21 WITA)
selaku Kepala Lingkungan Salo yang hadir dalam proses penyusunan

RPJMD.
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LAMPIRAN | : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019-

2024

NOMOR : /3 /618 / v/ 4 lem /2099
TANGGAL: 24 Fuls 209

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019 — 2024 KABUPATEN PINRANG

Kabupaten : Pinrang

Tanggal 124 Juli 2019

Tempat : Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang
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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWES] SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR § Tapun 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

imbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 zyat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Pemerintahan Daerah secbagaimana telah diuban
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinizhac
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dsersh
Tahun 2019-2024;
RIngal 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negssa
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195%
Pembentukan Daerah Tingkat I Di Sa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 74, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 1822); :
3. Undang-Undang Nomor 25 Tshum 2
Sistem  Perencanaan Nasional {les
Republik Indonesia Tahun 2004 Nos
Lembaran Negara Republik Inde ¢
4. Undang-Undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan
Pemerintahan Daerah (Lefabas
Indonesia Tahun

L~}
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O

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 201€
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nom
Tahun 2011 tentang Pembentukan F
Perundang - Undangan (Lembaran Neg:
indonesia Tahun 2019 Nomor
lembaran Negara Republik Indonesi
£398);
Undang-Undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah e
indonesia Tahun 2014 :
Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diuba
dengan Undang-Undang :
Perubahan Kedua Atat
Tahun 2014 tentang P
Negara Republik Inde
Tambahan Lemban
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10.

i1,

13.

14

15.

16,

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 6133);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang i
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61»78)5-" :
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 t 3
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, °
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan |
Daerah {Lembaran Negara Republik In
2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden Republik Indc
Tahun 2015 tentang Perube
Presiden Nomor 15 Tahun
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

8]
Q

21.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157) ;

19._ ?crammnhlcnnm‘DathegcriNomor%TahunZOW

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
EZvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312j;

tentang pembuatan dan  Pelaksanaan
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Peny
Rencana Pembangunan Jangka w
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23.

24

N
g

26,

27.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
249),

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1); '
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun

Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3
tentang Perubahan Peraturan Daerah K
Pinrang Nomor 1 tahun 2009

Pembangunan Jangka Panjang D
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

netapkan © PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;
Jaeruh adalah kabupaten Pinrang

< “emenntahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
“emenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam  sistem  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
ndonesia Tahun 1945,
“rusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
cewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemente; 1AD
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melin x

pemerntahan daerah yang memimpin pelaksanaan u
vang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Pinrang. '
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah K
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Peme int
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bupati Pi
§ Bedan Perencanaan Pembangunan Daerah yay
BAPPEDA adalsh Perangkat Daerah

o
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BAB NI

BHAR IV

HAR vV

BAB VI

BAB VIl

BAB viil
BAB IX

APTAR Bl  cvivirericimemaimiomemosiomenosssens

PENDAHULUAN . -1
11 Latar Belakang . : 1
1 2 Dasar Hukum Penyusunan — 4
1 3 Hubungan Antar Dokumen -7
14 Maksud dan Tujuan -9
1.5 Sistematika Penulisan . i +10
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..o "1
2 1. Kondisi Umum Daerah A [ B
2 2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .. e
23 Aspek Pelayanan Umum P RE et 5110
24 Aspek Daya Saing Daerah . #-301
25 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 347
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - 51
31 Kinena Keuangan Masa Lalu "1
3 2 Kebjakan Pengelolaan Keuangan Masa Laku 5.8

3 ) Kerangka Pendanaan . .

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAM ...
4 1 Permasalahan Pembangunan daerah

4 2. 1su Strategis -
VIS!, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..o i
51 Visi 4
52 Mis

§ 3 Tujuan gan Sasaran

STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
6.1 Strategis

6 2 Arah Kebjakan
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN
PERATURANDAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA
CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,
SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH.
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Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan RPJMD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 41
Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerahtentang

pembentukan tim penyusun RPJMD;

b. orientasi mengenai RPJMD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

d. penyiapan data dan informasi perencanaanpembangunan
Daerah berdasarkan SIPD; dan

e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 42
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat
sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

terpilih.

Pasal 43
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
Cc. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan

e. perumusan isu strategis Daerah.

132



Pasal 44

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

pendahuluan;
gambaran umum kondisi Daerah;
gambaran keuangan Daerah; dan

permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 45
Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat
Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani
oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan

berita acara kesepakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

Pasal 46
Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah
sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi
jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD
dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan
program Kepala Daerah terpilih.
Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit
memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;

c. gambaran keuangan Daerah;

133



d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah;
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

i. penutup.

(3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala
BAPPEDA sebagai ketua tim.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 47

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
dilantik.

(2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan
rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi,
misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah terpilih.

(3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

c. perumusan tujuan dan sasaran;
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(3)

d. perumusan strategi dan arah kebijakan;

e. perumusan program pembangunan Daerah;

f. perumusan program Perangkat Daerah; dan

g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan
kebijakan perencanaan.

Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit
memuat:

pendahuluan;

IS

gambaran umum kondisi Daerah;
gambaran keuangan Daerah;
permasalahan dan isu srategis Daerah;
visi, misi, tujuan dan sasaran;

strategi, arah kebijakan dan program pembangunanDaerah;

m ™ oe oA

kerangka pendanaan pembangunan dan program

Perangkat Daerah;

h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

i. penutup.

Pasal 48

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui
forum konsultasi publik.

Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh
BAPPEDA.

Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA
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kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku
kepentingan.

(4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan
Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.

(5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

(6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang
ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat
Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku
kepentingan.

(7) Hasil  konsultasi  publik  kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang
mewakili pemangku kepentingan.

(8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita
acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (7).

Pasal 49
(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah

untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

(2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada
DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

(3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat
puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
dilantik.

(4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD

136



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan

penyusunan berikutnya.

Pasal 50
Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan
awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6)
kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil
Kepala Daerah dilantik.

Pasal 51
Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD
provinsi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah.
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Pasal 52

(1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada
gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD
kabupaten/kota.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk
surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 53

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara
lengkap.

(3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah;

b. rancangan awal RPJMD provinsi;

c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD provinsi
dengan DPRD; dan

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah

provinsi.

Pasal 54

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
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(1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan

melibatkan Perangkat Daerah provinsi.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara

lengkap.

Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada
gubernur;

b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;

c. nota  kesepakatan  hasil rancangan  awal RPJMD
kabupaten/kota dengan DPRD; dan

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah

kabupaten /kota.

Pasal 55
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
menyampaikan saran penyempurnaanrancangan awal RPJMD
provinsi kepada gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak
konsultasi dilaksanakan.
Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan
saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak
konsultasi dilaksanakan.

Pasal 56
Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi
berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1).
Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD

kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 57
BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan
penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan
rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat

Daerah.

Pasal 58
(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat
Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
(2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan

rancangan awal Renstra PerangkatDaerah.

Pasal 59
(1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibahas denganpemangku
kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
(2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60
(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

140



memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat
Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57.
Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 61

Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses
penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan berdasarkan rancangan
Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah
penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan
rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang

telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(1).

Pasal 62

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

()

(2)

Pasal 63
BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan
pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari
setelah Kepala Daerah dilantik.
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Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Pasal 64
(1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah
dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
(2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang
RPJMD.
(3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh
puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
(5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari
unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam

Musrenbang RPJMD.

Pasal 65
Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.
Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 66
(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses
penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir

RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
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(2)

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

Pasal 67

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada
Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi
hukum.

Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan
Musrenbang RPJMD.

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang
membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68
Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi
hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat(3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf
persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD.
Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD,
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(1)

(2)

(3)

dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Pasal 69
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3)
kepada DPRD wuntuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap

rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan

Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah dilantik.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD

Pasal 70

Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi
Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling
lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur
dilantik.

Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh
gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah
bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
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(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelahKepala Daerah

dilantik.

Pasal 71
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan
Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3

(tiga) bulan.

Pasal 72
RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai

instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah
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